ABSTRAK

Skripsi ini membahas praktik gadai tanah pertanian yang masih banyak
dilakukan secara lisan dalam masyarakat dan sering menimbulkan permasalahan
hukum, khususnya terkait penguasaan tanah secara melawan hukum oleh penerima
gadai. Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum dari praktik gadai tanah
pertanian yang dilakukan secara lisan, pertimbangan hakim dalam memutus perkara
Nomor 1794 K/Pdt/2023 terkait penguasaan tanah pertanian, serta pandangan Islam
terhadap praktik gadai tanah pertanian yang menimbulkan penguasaan tanah secara
melawan hukum. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu
metode penelitian dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan
pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan
bahwa praktik gadai tanah pertanian secara lisan tanpa batas waktu yang jelas
menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan pemilik tanah,
terutama apabila penerima gadai menguasai tanah melebihi haknya. Dalam Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1794 K/Pdt/2023, Hakim dalam pertimbangannya
menegaskan bahwa penguasaan tanah oleh penerima gadai yang menolak
mengembalikan tanah setelah hak menebus terpenuhi merupakan perbuatan
melawan hukum dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta perlindungan
hukum bagi pemilik tanah. Pandangan Islam sejalan dengan putusan Mahkamah
Agung tersebut, di mana dalam hukum Islam praktik gadai (rahn) hanya
memberikan hak menahan barang jaminan dan tidak membenarkan penguasaan
fisik atau pemanfaatan tanah secara berlebihan oleh penerima gadai. Dengan
demikian, perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam praktik gadai tanah
pertanian merupakan bentuk penerapan prinsip keadilan dan amanah sebagaimana
diajarkan dalam Islam.
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